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PENETAPAN
Nomor 149/Pdt.P/2019/PA Msh
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan

dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Palembang, 17 Agustus 1974, agama
Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di Negeri Wahai, Kecamatan Seram
Utara, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai PEMOHON I;

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Wahai, 08 Februari 1981, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Negeri Wabhai,
Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai
PEMOHON I;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il serta para saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat permohonannya tertanggal
30 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat
Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan
Nomor 149/Pdt.P/2019/PA Msh tanggal 04 April 2019 dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah pada tanggal 07 Februarii
2011, yang dilaksanakan di Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten
Maluku Tengah dengan wali nikah yaitu ayah Kandung Pemohon Il yang

bernama  Sarif Tapilawan, dan yang menikahkan bernama Heli Tomia,
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disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Jono dan La Udin

serta mahar seperangkat alat sholat;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatus
perawan dan diantara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab,
atau sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan secara syari’at Islam;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon | dengan Pemohon |l membina rumah
tangga di Wahai Haya, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah
sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing
bernama :

3.1. Diana Nasution, lahir di Wahai, 22 Desember 2012;
3.2. Dewi Yanti Nasution lahir di Wahai, 24 April 2014;
3.3. Defiyanti Nasution, lahir di 03 Januari 2019;

4. Bahwa perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il telah dilaksanakan sesuai
dengan syari’at Islam;

5. Bahwa semenjak Pemohon | dengan Pemohon Il menikah belum pernah
bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat
tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il belum pernah mendapatkan bukti
pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena sampai sekarang tidak tercatat di
PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara,;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan
penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon |
dengan Pemohon Il dan juga untuk keperluan penerbitan Buku Kutipan Akta
Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon | dan Pemohon Il
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan
sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il yang
dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2011, di Negeri Wahai, Kecamatan
Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengabh;
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3. Membebakan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Exae

qguo et bono).

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan
pengumuman Pengadilan Agama Masohi selama 14 hari, guna memberikan
kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang
merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama
tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada

pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Masohi;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon
telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait
permohonannya;

Menimbang, selanjutnya Para Pemohon mohon untuk mencabut
perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis
menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan

bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut
perkaranya tidak bertentangan dengan hukum formil (vide Yurisprudensi MARI
nomor 1841.K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 jo pasal 271 RV), maka
Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut
perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang
perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 1 tahun 2015 tetang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri
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dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah dalam rangka penerbitan Akta

Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya perkara dibebankan
kepada penyelenggara yaitu PKK Kabupaten Maluku Tengah yang besarannya

sebagai tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 149/Pdt.P/
2019/PA.Msh dari para Pemohon ;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari

register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara ini yang tanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku
Tengah untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan

puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 April 2019 M
bertepatan dengan tanggal 20 Sya’ban 1440 H, oleh kami : MIFTAHUL HUDA,
S.Ag Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masohi untuk
memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ISMAIL PAISULY, S.H.,
sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II;

Hakim,
ttd

MIFTAHUL HUDA, S.Ag.

Panitera Pengganti,
ttd

ISMAIL PAISULY, S.H.
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: Rincian Biaya Perkara:
1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
4. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 96.000,-

Sembilan puluh enam ribu rupiah

Salinan Penetapan ini sama bunyinya
dengan aslinya.
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